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ABSTRAK 
YURISTIARSO HIDAYAT, (R 100 070 012) Model Regulasi 
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Bersama (Studi   
Tentang Model Regulasi Penyelenggaraan  Pemilihan Kepala Daerah  
Gabungan di Jawa Timur Tahun 2008), Tesis Program Pascasarjana Magister 
Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010. 
 
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah merubah sistem politik 
Indonesia. Perubahan itu ditandai dengan beralihnya sistem kepartaian yang 
semula tri partai (Golkar, PPP, PDI) menjadi multi partai. 
Perubahan itu membuat mekanisme pemilihan langsung digulirkan, baik 
dalam pemilihan presiden maupun dalam pemilihan kepala daerah. Berkaitan 
dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), mekanisme ini diharapkan bisa 
memperbaiki sistem politik di tingkat lokal. Meski pada kenyataanya 
menimbulkan banyak persoalan, antara lain; carut marutnya pelaksanaan 
pemilihan, munculnya kekerasan akibat persaingan politik, munculnya apatisme 
masyarakat karena seringnya pemilihan, hingga masalah pendanaan. 
Persoalan di  atas membuat banyak orang memberikan usulan agar 
pemilihan kepala daerah dilakukan secara bersamaan (pilkada gabungan). Usulan 
ini untuk menghindari semakin berkembangnya sikap apatisme masyarakat karena 
seringnya dilakukan pemilihan, sekaligus untuk meringankan beban KPUD karena 
banyaknya persoalan. 
Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model regulasi 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara bersama, di Jawa 
Timur. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif, 
deskriptif dan eskplanatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan 
untuk merekonstruksi ulang serta menggambarkan fenomena yang terjadi secara 
kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Sedangkan analisa data 
dilakukan secara normatif kualitatif, yang berupa taraf sinkronisasi dan penemuan 
asas hukum. Didalamnya juga dilakukan prosedur verifikasi data dan penafsiran 
data dengan metode hermeuneutik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah (pilkada) gabungan di Jatim merupakan tipe ideal yang bisa 
dirumuskan menjadi model regulasi dalam pelaksanaan pilkada gabungan di 
tempat lain. Model ini karena memiliki kelengkapan aturan yang digunakan oleh 
KPUD Jatim sebagai dasar pelaksanaannya. Kedua, bentuk hukum yang 
digunakan sebagai sarana kebijakan nasional maupun lokal pemilihan kepada 
daerah gabungan itu meliputi, UU No.32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, 
Permendagri No. 21 Tahun 2005, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, 
Nomor 121.35/1681/2008. 
 




YURISTIARSO HIDAYAT, (R 100 070 012) Regulation Model in Conducting 
District Heads Election (Pemilihan Kepala Daerah) Collectively. (A Study on 
Regulation Model in Conducting Collective District Heads Elections in East Java 




The reformation occurred in 1998 has transformed the Indonesian political 
system. Particularly, the transformation has shifted the political party system from 
tri parties (Golkar, PPP, PDI) to multi-parties.  
The transformation automatically leads to the system of conducting 
directly presidential or district heads elections. Regarding the election of district 
heads, this system is expected to be able to improve the local political system. 
Though, in reality, this system causes several problems. They are abusive process 
of elections, violence of political competition, apathies among people, and 
funding. 
The above problems then make a lot of people think. They view that the 
election can be conducted collectively. This idea is basically to avoid the people’s 
apathies due to the frequently conducted elections and to reduce the KPUD’s 
burden in facing many problems. Therefore, this study is intended to investigate 
the regulation model of collective election of district heads in East Java.   
 This study is qualitative in nature, normative, descriptive, and explanatory. 
This approach aims at reconstructing and describing a phenomenon qualitatively. 
The techniques of data collection used are literature reviews, interviews, and 
observations. The data analysis is carried out in a normative-qualitative way in the 
form of synchronization stages and laws-based findings. Also, data verification 
and interpretation are hermeneutically undertaken.       
The findings show as follows. First, the collective election of district heads 
in East Java is an ideal model, which can be used in other places. This model has 
complete rules which are used by the KPUD Jatim. Secondly, the laws used to 
underlie the national or local policies to conduct collective elections of district 
heads include UU No.32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 21 
Tahun 2005, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 121.35/1681/2008. 
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